KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa akhirnya Buku Pedoman Kerjasama Institusional Universitas Pembangunan Panca Budi ini dapat diterbitkan. Buku pedoman ini masih mengacu pada Statuta Universitas Pembangunan Panca Budi tentang Pedoman Kerjasama Institusional Universitas Pembangunan Panca Budi.
Buku Pedoman Kerjasama ini dibuat didasarkan pada masukan dan peraturan perundangan yang berlaku, dan telah digunakan sebagai acuan bagi unit kerja dilingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi dalam menjalin kerjasama institusional dengan mitra kerja.

Semoga Buku Pedoman Kerjasama ini dapat bermanfaat bagi unit kerja untuk mendukung tata kelola administrasi universitas yang baik.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb.

Medan,      Januari 2015
Kepala Urusan Kerjasama

Universitas Pembangunan Panca Budi
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BAB I

PENDAHULUAN

Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) memiliki peran besar untuk peningkatan pembangunan bangsa, pemberdayaaan masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat berdasar Pancasila dalam era globalisasi saat ini. Peningkatan tersebut memerlukan adanya kerjasama antara UNPAB dengan pihak lain, sehingga dapat menciptakan percepatan dan sinergi.

Untuk mendukung visi dan misi UNPAB yaitu “Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang Terkemuka Berbasis Religius dalam Mengembangkan IPTEK yang Bermanfaat Bagi Kemaslahatan Umat” dengan sasaran tercapainya peningkatan berkelanjutan kapasitas kerjasama dan pengembangan usaha, UNPAB menempuh kebijakan melalui :

1. Program pengembangan jejaring kerjasama dengan alumni dan Stakesholders (termasuk Stakesholders internal seperti : laboratorium, pusat studi, pusat kajian maupun unit-unit pelaksana teknis);
2. Program transformasi unit usaha menjadi profesional dan berkemampuan memberikan kontribusi yang baik bagi pelaksanaan kegiatan pokok universitas (Tri Dharma Perguruan Tinggi).

Jika didasarkan pada berbagai kekuatan yang telah dimiliki oleh Universitas baik secara internal maupun eksternal, program pengembangan jejaring kerjasama dengan alumni dan Stakesholders seperti tersebut di atas, akan semakin berkembang dan mampu bersaing dengan universitas lain baik di dalam maupun di luar negeri. Program pengembangan kerjasama yang telah dilakukan selama ini, baik dengan sesama institusi pendidikan tinggi, industri, lembaga donor maupun mitra kerja lain baik yang berskala nasional maupun internasional, dipandang sangat krusial dan penting untuk dibenahi dan dibuatkan pedoman/standar baku sebagai acuan bagi unit-unit di lingkungan UNPAB dalam menjalin kerjasama.
A. Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan kerjasama :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga lain di luar negeri;
4. Statuta Universitas Pembangunan Panca Budi tentang Pedoman Kerjasama Institusional Universitas Pembangunan Panca Budi.
B. Tujuan

Pedoman ini ditujukan sebagai acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain secara melembaga, yang berisi berbagai hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan kerjasama.
C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang dibahas dalam buku pedoman ini mencakup 4 (empat) tahapan kegiatan, yaitu :

1. Perintisan program kerjasama;
2. Pengesahan program kerjasama;
3. Pelaksanaan program kerjasama dan;
4. Monitoring dan evaluasi program kerjasama.
D. Prinsip Umum

1. Kemitraan, kesetaraan, kebersamaan dan saling menguntungkan;
2. Menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan dan;
3. Menghargai keberadaan lembaga masing-masing.
E. Bentuk Kerjasama

1. Penyediaan tenaga ahli, bahan pengajaran, fasilitas pendidikan dan kebudayaan;
2. Penyelenggaraan kerjasama di bidang akademik;
3. Penyelenggaraan kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan ilmu;
4. Penyelenggaraan kerjasama pengabdian kepada masyarakat;
5. Penyelenggaraan kerjasama di bidang manajemen;
6. Penyelenggaraan kerjasama di bidang pengembangan sarana dan prasarana serta;
7. Bentuk kerjasama komersial lain yang belum tertuang dalam pedoman ini.
F. Mitra Kerjasama

1. Lembaga Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri maupun Swasta, baik yang Nasional, Regional, maupun Internasional;
3. Dunia usaha/Industri/Perusahaan Nasional maupun Internasional;
4. Lembaga donor dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian;
5. Individu yang memiliki komitmen bagi kemajuan pendidikan;
6. Alumni dan;
7. Organisasi non Pemerintah baik Nasional maupun Internasional.
BAB II

STRATEGI PELAKSANAAN KERJASAMA
A. Definisi

1. Kesepakatan kerjasama adalah kesepakatan antara pihak Universitas Pembangunan Panca Budi dengan pihak mitra tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak berkaitan dengan pendayagunaan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana serta dana untuk kegiatan kerjasama;
2. Kegiatan kerjasama adalah pelaksanaan kesepakatan kerjasama antara Universitas Pembangunan Panca Budi dengan pihak lain baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri;
3. Unit adalah semua unit kerja yang ada di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi yang diwakili oleh Kepala Biro, Kepala Urusan atau Pimpinan unit Fakultas dan Magister (Dekan/ Kaprodi/ Direktur) yang ditunjuk;
B. Organisasi Pengelola Kerjasama

Organisasi pengelola terdiri atas :

1. Rektor memiliki wewenang :

a) Melakukan persetujuan Kesepahaman Bersama (MoU) dan/atau Perjanjian Kerjasama (MoA) dengan pihak mitra;
b) Melimpahkan kegiatan kerjasama kepada Bidang Kerjasama yang dapat memfasilitasi kerjasama yang dibutuhkan oleh Universitas, Fakultas, Magister atau unit kerja yang relevan;
c) Melindungi hak profesional bagi pelaksana kegiatan kerjasama;
d) Menandatangani Kesepahaman Bersama (MoU) dan/atau Perjanjian Kerjasama (MoA) yang telah disepakati bersama.

2. Rektor  Bidang Akademik,
a) Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dalam proses pelaksanaan kerjasama di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi dengan instansi lain;
b) Memfasilitasi dan memperlancar proses kegiatan kerjasama yang diusulkan oleh Fakultas, Lembaga dan Unit kerja ke Urusan Kerjasama
c) Merencanakan, mengembangkan dan melaksanakan penjajagan kegiatan kerjasama dengan pihak mitra;
· Mempelajari dan mengecek setiap pasal dalam draf MoU dan/atau Perjanjian Kerjasama;
· Mengkoordinasikan pengelolaan dokumen dan arsip kerjasama.
3. Kepala Bidang Pengembangan Akademik

a) Menganalisa, dan mengotrol seluruh kerjasama yang akan dijalin terhadap pengembangan Universitas, Fakultas dan Program Studi serta Program Pascasarjana.
b) Monitoring dan Evaluasi perkembangan implementasi MoU yang telah terjalin.
4. Urusan Kerjasama

a) Melakukan kegiatan pengadministrasian seluruh kerjasama Universitas, Fakultas dan Magister serta melakukan manajemen royalty yang digunakan oleh pihak luar Universitas;
b) Memfasilitasi, menyiapkan dan melaksanakan acara penandatanganan Kesepahaman Bersama (MoU) dan/atau Perjanjian Kerjasama (MoA);
c) Mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan administrasi pelaksanaan kerjasama serta;
d) Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan administrasi pelaksanaan kerjasama.
C. Prinsip Pelaksanaan

Pelaksanaan kerjasama dilakukan berpedoman pada prinsip :

1. Kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari kerjasama;
2. Saling menghormati, membutuhkan dan menguntungkan;
3. Dikerjakan oleh petugas yang memahami konsep, teori dan proses serta berpengalaman dalam kerjasama;
4. Melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif;
5. Dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal;
6. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan;

7. Berbasis indikator kinerja, efektif dan efisien;

8. Bersifat kelembagaan.
D. Persyaratan Calon Mitra Kerja

Sebelum melakukan kerjasama perlu dilakukan analisis/penilaian terhadap calon mitra kerja. Analisis meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Kejelasan status hukum dari calon mitra;

2. Calon mitra memiliki track record / kualifikasi yang baik;

3. Nilai strategis dari calon mitra;

4. Dukungan manajemen yang handal dari calon mitra;

5. Karakteristik dan aspek etika dari calon mitra;

6. Kompatibilitas dalam aspirasi, tujuan dan minat dari calon mitra;

7. Kompatibilitas dalam aspek budaya dari calon mitra;

8. Ketersediaan sumber daya dari calon mitra;

9. Kesediaan calon mitra untuk menjalin kerjasama;

10. Kesediaan menangung resiko secara bersama;

11. Kesediaan dan kemudahan bertukar dan berbagi informasi;

12. Calon mitra memiliki komitmen yang baik dan kesediaan saling percaya;

13. Nilai sinergi yang dapat dibangun dari kerjasama dan;

14. menyepakati akan keberadaan aturan, kebijakan dan ukuran dalam pelaksanaan kerjasama.

E. Lingkup Bidang Kerjasama

1. Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Masyarakat;

2. Bidang seperti studi lanjut untuk tenaga-tenaga profesional, trainning, dan usaha yang bersifat komersial.

BAB III

METODE PELAKSANAAN KERJASAMA
Prosedur dan mekanisme kerjasama diatur berdasarkan tahapan kerjasama yang meliputi penjajakan kerjasama, pengesahan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan/pemutusan kerjasama.
A. Tahap Penjajakan

Kegiatan awal dari suatu kerjasama adalah melakukan penjajakan terhadap calon mitra kerja yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Universitas Pembangunan Panca Budi. Penjajakan dapat dilakukan oleh Universitas, Fakultas, Magister dan Unit-unit yang ada Universitas.

Prosedur penjajakan yang dilakukan harus sepengetahuan/seizin minimal oleh Kepala Unit, yang selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada Pimpinan Universitas (Rektor I, Rektor II dan Rektor III yang sesuai bidang kerjasamanya) untuk dipelajari sebelum dilaporkan kepada Rektor. Rencana kerjasama yang dinilai layak untuk dilaksanakan, selanjutnya dibahas antar pejabat terkait/berwenang dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak pelaksana teknis.
B. Tahap Pengesahan
Tahap pengesahan merupakan rangkaian kegiatan yang diawali dengan penyusunan naskah MoU dan/atau perjanjian kerjasama sampai dengan terlaksananya penandatanganan naskah MoU dan/atau perjanjian kerjasama. Berikut ini teknis pelaksanaan tahap pembuatan naskah MoU dan/atau perjanjian kerjasama :

1. Substansi isi MoU dan/atau perjanjian kerjasama harus dibicarakan terlebih dahulu oleh universitas atau unit (Fakultas/Lembaga/Pusat/Unit) dan mitra kerja. Butir-butir kesepakatan selanjutnya dibuat dalam draf Mou dan/atau perjanjian kerjasama;

2. Draf MoU dan/atau perjanjian kerjasama selanjutnya dikirimkan ke Biro Kerjasama Universitas Pembangunan Panca Budi, dan selanjutnya diteruskan ke bagian HKTL (Hukum dan Tata Laksana) untuk dipelajari aspek hukumnya;
3. Masukan/hasil koreksi dari HKTL, oleh Urusan Kerjasama di revisi dan dikoordinasikan kembali degan pihak mitra kerja
4. Jika draf sudah disepakati bersama oleh unit dan mitra kerja, selanjutnya dikonsultasikan ke pimpinan Universitas (disesuaikan dengan bidang wewenang), untuk dipelajari ulang perihal butir-butir/isi draf MoU dan/atau perjanjian kerjasama

a) Jika ada koreksi, segera diperbaiki oleh HKTL;
b) Jika disetujui, dicetak naskah MoU/PKS dan selanjutnya dimintakan paraf persetujuan pimpinan;
c) Jika dibutuhkan pencermatan yang lebih akurat, akan dibentuk tim khusus.

5. Naskah MoU dan/atau perjanjian kerjasama yang sudah diparaf oleh pimpinan Universitas, selanjutnya disampaikan ke Rektor sebagai laporan (jika ada koreksi, diperbaiki ulang dan dikonsultasikan kembali sampai dapat persetujuan Rektor);

6. MoU dan/atau perjanjian kerjasama yang sudah mendapatkan persetujuan, dibuat rangkap dua masing-masing dilengkapi dengan materai untuk ditandatangani oleh Rektor dan pihak Mitra kerja pada hari pelaksanaan penandatanganan (Teknis Pelaksanaan Penandatanganan MoU dan/atau Perjanjian Kerjasama selengkapnya lihat lampiran 9).
C. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kerjasama merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah penandatanganan naskah MoU dan/atau perjanjian kerjasama. Agar pelaksanaan kerjasama bisa berjalan sesuai kesepakatan bersama, maka dipandang perlu ditunjuk unit pelaksana kerjasama yang bertugas untuk menyusun petunjuk pelaksanaan kerjasama dan/atau menyusun petunjuk teknis.

Tugas unit pelaksana :

1. Membahas, merumuskan dan menyusun juklak (petunjuk pelaksanaan) dan/atau juknis (petunjuk teknis) bersama mitra kerja;
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian kerjasama dan;
3. Membuat laporan secara berkala kegiatan kerjasama kepada Pimpinan Universitas.
D. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama

Untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Ka. Bidang Pengembangan Akademik yang dibantu oleh Urusan Kerjasama dan unit lain yang relevan di Universitas Pembangunan Panca Budi dan mitra kerja. Monitoring dilakukan untuk menjamin agar tahapan-tahapan pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Monitoring dapat dilakukan dengan merujuk pada faktor-faktor kelayakan untuk suatu pelaksanaan pekerjaan, sehingga setiap jenis kegiatan kerjasama akan memiliki faktor kelayakan yang berbeda-beda. Untuk itu tim monitoring harus diambil dari orang yang ahli/menguasai prinsip-prinsip monitoring dan seluk-beluk jenis kegiatan yang dimonitoring.

Hasil monitoring dapat dijadikan bahan untuk mengevaluasi apakah suatu kegiatan kerjasama dapat dilanjutkan, diperbaiki atau hal-hal lainnya. Evaluasi hasil kegiatan kerjasama dilakukan oleh tim evaluasi yang terdiri dari pihak Universitas, mitra kerja, dan/atau pihak eksternal/pihak lain yang memiliki otoritas untuk melakukan evaluasi yang disetujui secara bersama.
Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama merujuk pada ketentuan yang telah dibuat secara bersama.
E. Pengembangan Program

Jika berdasarkan hasil evaluasi kegiatan kerjasama dipandang perlu/layak untuk dilanjutkan, dapat dilakukan diskusi tentang kemungkinan pengembangan, penyempurnaan dan/atau penciptaan kegiatan kerjasama baru yang bertujuan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan kerjasama tersebut guna mencapai tujuan bersama.
Pertimbangan untuk suatu pengembangan program, didasarkan pada :

1. Identifikasi hal baru yang muncul selama kegiatan kerjasama berlangsung;

2. Analisis kemungkinan pengembangan kerjasama untuk periode – periode mendatang.
F. Pemutusan Kerjasama

Kegiatan kerjasama dapat dihentikan oleh salah satu pihak, jika terdapat penyimpangan-penyimpangan yang tidak dapat diperbaiki. Pemutusan kerjasama ini dilakukan setelah kedua belah pihak bernegosiasi dan tidak dapat menemukan kata sepakat.
Lampiran 1 : Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI

REKTOR BIDANG AKADEMIK

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
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Sumber
:  Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi
   Nomor : …………………………
Lampiran 2 : Format Dokumen Permohonan Audiensi dan Kerjasama

YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp. (061) 30106056 Fax. (061) 4514808 PO.BOX 1099 Medan 20122

Sumatera Utara ~ Indonesia
   
 
               Website : http:www.pancabudi.ac.id e-mail : akrejasama@pancabudi.ac.id
	No. Dok.
	:  FM-UKMI-04-01

	Revisi
	:  01

	Tgl. Eff.
	:  16 Desember 2014


Nomor

:  ……./04/R/201….

Lampiran
:  ---

H a l

:  Permohonan Kerjasama (MoU) dan Audiensi
Kepada Yth,
:  ………………………………..
Jl. ……………………. No. ……….. Medan

di – 


T e m p a t,

Dengan hormat,

Kami do’a kan semoga Bapak/Ibu (Pimpinan Instansi/Perusahaan) dalam keadaan sehat didalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.

Dalam rangka membangun, mengembangkan dan menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat) maka Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan menawarkan kerjasama secara kelembagaan yang mana saling membantu dan menguntungkan dengan pemanfaatan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing.

UNPAB menawarkan kerjasama pada Bidang Pendidikan (Studi Lanjut Program Srata Satu (S1) Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Agama Islam, Fakultas Filsafat dan Program Srata Dua (S2) Magister Ilmu Hukum), dan tidak menutup kemungkinan pelaksanaan kerjasama pada Bidang Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.

Untuk menjalin kerjasama lebih lanjut, kami bermohon kepada Bapak/Ibu (Pimpinan Instansi/Perusahaan) untuk dapat beraudiensi dengan UNPAB, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak/Ibu (Pimpinan Instansi/Perusahaan).

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.


Medan, ……………………. 201….

Rektor/Plh Rektor/ Rektor I,II,III/Dekan
…………………………………….

CP : ……….. (08………………….)

Tembusan :

1. …………………………………

2. …………………………………

3. …………………………………
“Kampus Bersih, Asri dan Lestari”

“Peradaban Bersih dan Hemat Energi”
Lampiran 3 : Format Dokumen Berita Acara Kunjungan
YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Telp. (061) 30106056 Kotak Pos 1099 
Medan – Indonesia.
 Web site : www.pancabudi.ac.id  E-mail : akrejasama@pancabudi.ac.id
	No. Dok.
	:  FM-UKMI-04-02

	Revisi
	:  01

	Tgl. Eff.
	:  16 Desember 2014


BERITA ACARA KUNJUNGAN KE………………
Pada hari ini …… tanggal ……  bulan ……  tahun …… (…/…/….), telah dilaksanakan kunjungan ke :

1. Nama Instanti/ Perusahaan
: …………………………………
2. Alamat Instansi
/ Perusahaan
: …………………………………
3. Nama Kepala / Wakil

: …………………………………
4. No. Telp/ HP 


: (061)……………………………
5. Kabupaten/Kotamadya

: ………………………………… 
6. Kegiatan



: Silaturahmi dan Kunjungan Penawaran Kerjasama

dalam hal Tri Dharma Perguruan Tinggi ke ……………                                  

Catatan : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Demikian berita acara ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya. 

	Dekan/Ka. Prodi

…………………………
	Ka.Ur Akrejasama/ Peg Adm Kerjasama

…………………………


Diketahui Oleh

Rektor/ Plh/ Rektor I/ Dekan/ Prodi

………………………………

Lampiran 4 :  Format Naskah Kerjasama MoU dan MoA
Format Naskah MoU dan MoA :
1. Logo, yang berisi logo lembaga. Kolom pihak pertama berada di sebelah kiri, dan kolom pihak ke dua berada di sebelah kanan.
2. Judul Naskah, adalah Naskah Kesepahaman/Kesepakatan atau Memorandum Kesepahaman antara Universitas Pembangunan Panca Budi dan pihak mitra kerja;
3. Nama Lembaga yang melakukan Kesepahaman/Kesepakatan (Universitas Pembangunan Panca Budi dengan Nama Lembaga mitra kerja);
4. Nomor, adalah Nomor naskah Kesepahaman/Kesepakatan dari pihak mitra kerja dan nomor naskah dari Universitas Pembangunan Panca Budi;
5. Pernyataan Kesepahaman/Kesepakatan antara pihak yang melakukan kerjasama, yang akan ditindaklanjuti oleh perjanjian-perjanjian tersendiri (addendum) dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari naskah MoU;
6. Ruang lingkup kegiatan yang akan dilakukan;
7. Masa Berlaku dari suatu Kesepahaman/Kesepakatan yang akan dilaksanakan;
8. Keterangan tentang Jumlah Naskah Kesepahaman/Kesepakatan yang dibuat rangkap dua, ditandatangani diatas materai yang cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama;
9. Waktu dan Tempat pelaksanaan penandatanganan Naskah Kesepahaman/ Kesepakatan;
10. Penutup, yang berisi kolom penandatanganan yang berisikan cantuman : Nama Lembaga, Tandatangan, Nama Pejabat, kolom tandatangan Pihak Pertama berada di sebelah kanan, dan kolom Pihak Kedua berada di sebelah kiri.
Lampiran 5 :  Contoh Naskah Nota Kesepahaman Kerjasama (MoU)

NOTA KESEPAHAMAN KERJASAMA
(Memorandum of Understanding)

ANTARA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

No. : ………/04/R/2013

DENGAN

…………………………………..…………………

No. : ………………………..
Padahari ini, …… tanggal …… bulan …… tahun ……, bertempat di …., yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M., Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Prof. DR. H. Kadirun Yahya Nomor : 14/I/Yayasan/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014, berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto Km 4,5 Medan, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Panca Budi, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. ……………………………………………., …………………………………………, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan …………………………..…….…………………………………… Nomor : …………………………….. tanggal …………………….., berkedudukan di Jalan …………………………………………….., dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama ……………………………………, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman Kerjasama untuk menjalin kerjasama secara kelembagaan,  saling menguntungkan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing PIHAK tanpa menggangu pelaksanaan tugas pokok masing-masing dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:
TUJUAN

PASAL 1

Tujuan dari Nota Kesepahaman Kerjasama ini adalah untuk Pengembangan Institusi dan Peningkatan Program Kerjasama PARA PIHAK.
RUANG LINGKUP

PASAL 2

Adapun Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Kerjasama ini terdiri dari : 

1. Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat).

2. ………………………………………………..
3. ………………………………………………..
PELAKSANAAN

PASAL 3

Nota Kesepahaman Kerjasama ini merupakan Induk/Payung dari Nota Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
JANGKA WAKTU

PASAL 4

Nota Kesepahaman Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu ….. (………) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PASAL 5

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
PENUTUP

PASAL 6

(1) Nota Kesepahaman Kerjasama ini dibuat dan didasarkan atas niat baik kedua belah pihak serta dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing untuk saling membantu dalam upaya pelaksanaan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya.
(2) Pembatalan Nota Kesepahaman Kerjasama ini dapat dilaksanakan masing-masing PIHAK apabila ternyata berbeda penafsiran atau ketentuan pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama ini.
(3) Apabila PARA PIHAK yang akan melakukan pembatalan terhadap Nota Kesepahaman Kerjasama ini harus memberikan informasi paling lama 1 (satu) bulan sebelum terjadinya pelaksanaan Pembatalan Kerjasama ini.
(4) Nota Kesepahaman Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai secukupnya dan ditandatangani serta mempunyai kekuatan hukum yang sama yang dipegang oleh masing-masing PIHAK.
(5) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Kerjasama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk “addendum” atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Kerjasama ini.





	Pihak Pertama

Universitas Pembangunan Panca Budi
Rektor,
Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM.
	Pihak Kedua

…………………………………………
……………….,

…………………………………………………


Lampiran 6 :  Contoh Naskah Perjanjian Kerjasama (MoA)


NOTA PERJANJIAN KERJASAMA 
 (Memorandum of Agreement) 
ANTARA

FAKULTAS …………………..

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

No. : ………/04/…../2013

DENGAN

…………………………………………………..

No. : ……………………………
Padahari ini, …… tanggal …… bulan …… tahun ……, bertempat di …., yang bertandatangan di bawah ini:
1. ………, Dekan Fakultas …… Universitas Pembangunan Panca Budi, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Nomor : ……, tanggal ……, berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Medan, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas …… Universitas Pembangunan Panca Budi, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. ………, ……, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan …… Nomor : ……, tanggal ……, berkedudukan di Jalan ……, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama ……, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman Kerjasama (MoU) antara UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI dengan …………………………….., Nomor : ……/04/R/2013 dan Nomor : ………………… tanggal ………………… dengan membuat Nota Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :
TUJUAN

PASAL 1

Tujuan Nota Perjanjian Kerjasama ini tentang ……………………………………………..…………….

…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….
RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang lingkup Nota Perjanjian Kerjasama ini tentang ……………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
HAK DAN KEWAJIBAN

PASAL 3

(1) Hak PIHAK PERTAMA yaitu ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
Kewajiban PIHAK PERTAMA yaitu :

a) …………………………………………………………………………………………………....
b) ……………………………………………………………………………………………………
c) ……………………………………………………………………………………………………
(2) Hak PIHAK KEDUA yaitu ……………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………...
Kewajiban PIHAK KEDUA yaitu :

a) …………………………………………………………………………………………………….
b) …………………………………………………………………….………………………………
c) ……………………………………………………………………………………………………
PEMBIAYAAN

Pasal 4

PIHAK PERTAMA menerima :

a) ……………………………………………………………………………………………………
b) ……………………………………………………………………………………………………
c) ……………………………………………………………………………………………………
PIHAK KEDUA menerima :

a) ……………………………………………………………………………………………………
b) ……………………………………………………………………………………………………
c) ……………………………………………………………………………………………………
JANGKA WAKTU

PASAL 5

Nota Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu …………. (……….) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PASAL 6

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
PENUTUP

PASAL 7

(1) Nota Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan didasarkan atas niat baik kedua belah pihak serta dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing untuk saling membantu dalam upaya pelaksanaan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya.
(2) Pembatalan dari Nota Perjanjian Kerjasama ini dapat dilaksanakan masing-masing PIHAK apabila ternyata berbeda penafsiran atau ketentuan pelaksanaan dari Nota Perjanjian Kerjasama ini.
(3) Apabila PARA PIHAK yang akan melakukan pembatalan terhadap Nota Perjanjian Kerjasama ini harus memberikan informasi paling lama 1 (satu) bulan sebelum terjadinya pelaksanaan Pembatalan Kerjasama ini.
(4) Nota Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai secukupnya dan ditandatangani serta mempunyai kekuatan hukum yang sama yang dipegang oleh masing-masing PIHAK.
(5) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk “addendum” atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Perjanjian Kerjasama ini.          



	PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas …………..

Universitas Pembangunan Panca Budi,

………………………………………………….
	PIHAK KEDUA

…….……………..…………………………
……………………………..,

…………………………………………

	Diketahui oleh :

	Universitas Pembangunan Panca Budi,
Rektor,
Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.
	Rektor UNIVERSITAS/Kepala Instansi ………

……………………………….

…………………………………………………


Lampiran 7 : Contoh Naskah Perjanjian Kerjasama Internasional

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

THE MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE OF 

THE REPUBLIC OF INDONESIA

AND

THE MINISTRY OF HIGHER EDUCATIONOF THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA

ON

COOPERATION IN THE FIELD OF SCIENTIFIC AND EDUCATION 

The Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia and the Ministry of Higher Education of the Kingdom of Saudi Arabia hereinafter individually referred to as "the Party" and collectively referred to as "the Parties";

CONSIDERING their mutual interest in promoting cooperation in the field of education;

DESIRING to expand and to intensify cooperation in the field of education;

REFFERING to the Economic and Technical Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia signed in Jakarta on 19 Mei 1981.

TAKING INTO ACCOUNT to the Islamic Scientific and Educational Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia signed in Jakarta on 19 Mei 1981.

PURSUANT to the prevailing laws and regulations, as well the procedures and policies of their respective countries;

Have reached an understanding as follows:

ARTICLE I

Objective
The objective of this Memorandum of Understanding is to develop educational cooperation on the basis of equality, reciprocity and mutual benefit, and to promote relations and mutual understanding between the Parties.

ARTICLE II

Scope of Cooperation
The Parties shall encourage and facilitate cooperation on the following areas: 

1. Exchange and temporarily transfer higher education officials, faculty members, students, and researchers as well as scientific and educational delegations;

2. Exchange the expertise in the scientific, technical, and administrative areas between higher education institutions and scientific research centers;

3. Encourage joint research and publication in pure and applied science;

4. Encourage training for faculty members particularly in medical (medicine, pharmacy, dentistry, nursing and midwifery) and technological areas;

5. Promote mutual recognition of academic certificates and diplomas, and undergraduate and graduate degrees;

6. Encourage students mobility through scholarships particularly in the field of medical science (medicine, pharmacy, dentistry, nursing and midwifery);

7. Organize scientific/culture weeks and days in both countries by holding lectures, international seminars, conferences, symposia, scientific and educational workshops as well as book fairs;

8. Exchange books, publications, pamphlets, periodicals, documents, computer software, films, and all source related to higher education and scientific research;

9. Facilitate access to and use of archives, manuscripts, and historical documents at their institutions, as well as exchange of experts in this area;

10. Encourage and promote teaching of Arabic and Indonesian Language;

11. Encourage translation and publication of each other’s distinguished scientific and literary works.

ARTICLE III

Technical Arrangements
1. To facilitate the implementation of this MoU, the Parties may conclude arrangements within the terms of this MoU, which shall cover the fields as provided in Article II.

2. Such arrangements shall be in conformity with this MoU, and shall describe program or project schedule, personnel involved, financial arrangements, responsibilities undertaken by the Parties and other necessary matters that are not covered by this MoU.
ARTICLE IV

Financial Arrangements
1. The implementations of the activities under this Memorandum of Understanding are subject to the availability of fund and personnel of the Parties.

ARTICLE V

Joint Working Group
1. The Parties agreed to establish a joint working group to facilitate, monitor, and review the implementation of this Memorandum of Understanding regularly.

2. The Joint Working Group shall be co-chaired by officials of the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia and the Ministry of Higher Education of The Kingdom of Saudi Arabia with participation of other agencies as appropriate, and shall meet at least once annually, either in Indonesia or Saudi Arabia.

3. In certain circumstances where the meeting could not be held, documents shall be exchanged in lieu of such meeting.

ARTICLE VI

Protection of Intellectual Property Rights
1. Each Party shall protect, within its territory, intellectual property rights of the other Party in accordance with the domestic law in force in their respective country.
2. In case of specific arrangement, programs or projects result in intellectual property right, such property shall be jointly owned, and the Parties shall conclude separate arrangement in accordance with the laws and regulations of the respective countries for the protection of such rights.
ARTICLE VII

Confidentiality

1. Each Party shall undertake to observe the confidentiality and secrecy of documents, information and other data received from or supplied to the other Party during the periods of the implementation of this Memorandum of Understanding or any other agreements made pursuant to the Memorandum of Understanding.

2. The Parties agreed that the provision of this Article shall continue to be binding between the Parties notwithstanding the termination of this Memorandum of Understanding.

ARTICLE VIII
Limitation of Personnel Activities
The Parties shall ensure that their personnel engaged in the activities under this Memorandum of Understanding shall engage only in activities under the framework of this Memorandum of Understanding and respect the national laws and regulations of the other Party.

ARTICLE IX

Settlement of Differences
Any difference arising out of the interpretation and/or implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through negotiation or consultation between the Parties.

ARTICLE X

Amendment
This Memorandum of Understanding may be reviewed and amended at any time, by mutual written consent of the Parties. Such amendment shall come into effect on such date as may be determined by the Parties and shall form as an integral part of this Memorandum of Understanding.

ARTICLE XI

Entry Into Force, Duration And Termination
1. This Memorandum of Understanding shall come into force on the date of its signing. 

2.  This Memorandum of Understanding shall remain in force for a period of 5 (five) years and may be extended once for the same period by mutual written consent of the Parties through diplomatic channel.

3.   Either Party may terminate cooperation under this Memorandum at any time by giving a written notice six (6) months in advance of its intention to terminate cooperation under this Memorandum.

4.  The termination  of this Memorandum of Understanding shall not affect the validity and duration of any arrangements, programs, activities or projects made under this Memorandum of Understanding until the completion of such arrangements, programs, activities or project unless the Parties decided otherwise.

IN WITNESS WHEREOF, the Undersigned, have signed this Memorandum of Understanding.

DONE in duplicate at ………….  on …….. in the year Two Thousand and thriteen in Indonesian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergences of its interpretation of this memorandum of Understanding, the English text shall prevail.

	For the Ministry of Education and Culture 

of the Republic of Indonesia

Mohammad Nuh

Minister of Education and Culture
	
	For the Ministry of Higher Education

of the Kingdom of Saudi Arabia

Dr. Khaled Alangari

Minister of Higher Education


Lampiran 8 : Flowchart pembuatan Perjanjian Kerjasama (MoU atau MoA)
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Lampiran 9: Teknis Pelaksanaan Penandatanganan MoU dan/atau Perjanjian Kerjasama
Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum dilakukan pelaksanaan penandatanganan MoU dan/atau Perjanjian Kerjasama.
A. Ketentuan yang harus diperhatikan Pra Penandatanganan MoU dan/atau Perjanjian Kerjasama, yaitu :
1. Tempat, Tanggal dan  Hari  Pelaksanaan penandatanganan  MoU dan/atau Perjanjian Kerjasama harus disepakati dengan pihak Mitra kerja. Kepastian tempat selanjutnya dikonfirmasikan ke Urusan Kerjasama dan diharapkan 1 (satu) minggu sebelum tanggal dan hari pelaksanaan agar dapat dipersiapkan dengan baik;
2. Paling lambat 4 (empat) hari, substansi isi Naskah MoU dan/atau Perjanjian Kerjasama sudah dipastikan telah mendapat persetujuan Final dari pihak Ka.BPA, Rektor Bid.Akademik dan Pihak Mitra kerja;
3. Paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pelaksanaan, Naskah MoU telah disepakati substansi isinya oleh kedua belah pihak dan telah mendapatkan paraf persetujuan dari Ka.Ur.HKTL, Ka.BPA, Ka.Ur.Kerjasama dan Rektor Bid.Akademik, sebelum dilaporkan kepada Rektor;
4. Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pelaksanaan, jamuan snack/makan siang, sudah dapat dipastikan :
1) Sumber pendanaan (dari pihak Mitra kerja atau dari pihak UNPAB);
2) Menu yang akan disajikan (snack dan/atau makan pagi/siang);
3) Jumlah yang disediakan (menyesuaikan jumlah yang diundang).
5. Paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan, undangan telah disebarkan oleh Ka.Ur. Kerjasama (jumlah undangan menyesuaikan).
B. Pelaksanaan Penandatanganan MoU dan/atau Perjanjian Kerjasama :
1. Protokoler bertanggungjawab untuk:
1) Menyiapkan layout tempat acara;
2) Menyiapkan pulpen dan cinderamata;
3) Mengundang wartawan (Fortagama);
4) Menerima tamu dan mendokumentasikan;
5) Memandu acara pelaksanaan penandatanganan MoU dan/atau Perjanjian Kerjasama.
Paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal pelaksanaan penandatanganan, Naskah MoU dan/atau Perjanjian Kerjasama oleh Ka.Ur.Kerjasama harus sudah diserahkan Protokoler untuk bahan memandu acara. Susunan acara harus dipersiapkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan, standar minimal acara, meliputi :
· Pembukaan, maksimal 2 menit;
· Penandatanganan MoU dan/atau Perjanjian Kerjasama, maksimal 5 menit;
· Sambutan-sambutan dari UNPAB dan mitra kerja, maksimal 20 menit;
· Tukar-menukar cindera mata (jika ada), maksimal 5 menit;
· Penutup, dilanjutkan ramah tamah.
2. Bagian Sarana Prasarana,
1) Menyiapkan tempat dan fasilitas penunjang, seperti: Laptop, Sound system dan penayangan 'Profile Company' dan Backdrop/tampilan layar agenda acara (jika diperlukan).
2) Bertanggung jawab untuk menyiapkan peralatan jamuan/makan.
3. Urusan  Kerjasama, bertanggungjawab untuk :
1) Mengkoordinasi serta memonitor semua persiapan hingga selesainya pelaksanaan penandatanganan;
2) Menyiapkan konsumsi dan naskah MoU/Perjanjian kerjasama;
3) Mengecek kembali MoU dan/atau Perjanjian Kerjasama yang sudah ditandatangani, untuk dibubuhi stempel dari masing-masing pihak yang menjalin kerjasama. Selanjutnya masing-masing digandakan/difotokopi sesuai dengan kebutuhan untuk dibagikan kepada mitra dan arsip;
4) Menyimpan MoU dan/atau perjanjian kerjasama asli, untuk selanjutnya dikelola pengadministrasiannya.
Lampiran 10 :  Flowchart Monitoring dan Evaluasi Kerjasama
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Lampiran 11 :  Format Laporan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama
	No. Dok.
	:  FM-UKMI-04-01

	Revisi
	:  01

	Tgl. Eff.
	:  16 Desember 2014
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